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                                                   A.Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia adalah Negara Republik. Republik berasal dari bahasa latin yaitu 
Res publicayang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan 
bersama. Republik Adalah Negara dengan bentuk Pemerintahan yang dipimpin 
oleh Seorang Presiden Sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala 
Pemerintahan. Pada UUD 1945 Bab III Pasal 4 Ayat 1 Berbunyi ” Presiden 
Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang – 
undang Dasar. Hubungan antara Pemerintah dan Daerah Berdasarkan Undang- 
undang No 32 Tahun 2004 Pasal 10 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan urusan pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan urusan 
pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah maka  
Pemerintah Daerahnya menjalankan otonomi daerah seluas- luasnya untuk 
menjalankan otonomi daerah seluas- luasnya untuk menjalankan dan mengurusi 
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi damn tugas pembantuan. 
Pasal 14 Undang- undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Kota 
/ Kabupaten ditegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten 
/ Kota. Di Dalam Undang- undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah ditegaskan bahwa penyelengggaraan Pemerintahan Daerah adalah 
Pemerintah Daerah Dan DPRD Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
memiliki fungsi legislasi, Anggaran, Pengawasan, Dan Anggaran  
Dengan adanya perubahan UU No 22 Tahun 1999 menjadi UU No 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terjadi karena ada perubahan UUD 
1945, juga memperhatikan beberapa ketetapan MPR Dan Keputusan MPR, 
Seperti : Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Tentang 


















































VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan pelaksanaan putusan MPR RI 
oleh Presiden, DPA, DPR,BPK, Dan MA pada Sidang tahunan MPR RI Tahun 
2003 
Dalam Hal lain yang perlu disempurnakan dari Undang – Undang No 22 
Tahun 1999 akibat perubahan pasal 18 UUD 1945, yakni pertama, prinsip daerah 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan ( Pasal 18 ayat  (2) ). Dengan demikian tidak ada unsur 
dekonsentrasi. Prinsip ini lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk 
Pemerintahan Daerah sebagai satuan Pemerintahan Mandiri Didaerah 
Demokratis.kedua,berkaitan dengan Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang 
dilakukan secara demokratis ( Pasal 18 Ayat {4} UUD 1945) 
Prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara demokratis ini 
merupakan prinsip yang sengaja disesuaikan, atau prinsip yang tidak memangkas 
habis Sistem Kepala Daerah yang diatur dalam pasal 18 Ayat ( 1 ) Jo Pasal 34 
Ayat (1) UU No.22 Tahun 1999, Bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang 
memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan Walikota / Wakil 
Wallikota.ketiga, Dengan adanya perubahan stuktur kelembagaan MPR melalui 
perubahan UUD Pada Tahun 2002 ( Pasal 2 ayat (1) ) Tentang Keanggotaan  MPR 
tidak lagi diisi oleh utusan Golongan Dan Utusan Daerah, tetapi berubah 
keanggoataannya menjadi terdiri dari DPR Dan DPD yang dipilih melalui Pemilu 
Didalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan 
DPRD. DPRD Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memiliki Fungsi 
Legislasi, Anggaran,Dan Pengawasan. 
 
DPRD mempunyai Tugas Dan Wewenang Sebagai Berikut : 
1. Membentuk Perda yang akan dibahas dengan Kepala Daerah untuk 
mendapatkan persetujuan bersama  
2. Membahas dan menyetujui Rancangan Perda Tentang APBD bersama 
dengan Kepala Daerah 



















































4. Memberikan Pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 
terhadap rencana perjanjian Internasional Di Daerah 
5. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjkawaban Kepala Daerah Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah       
 
Sebagai Anggota DPRD, Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 44 Tentang Hak – 
Hak Anggota Dewan Adalah Sebagai Berikut : 
1 Mengajukan Rancangan Perda 
2 Mengajukan Pertanyaan  
3 Menyampaikan Usul Dan Pendapat 
4 Memilih Dan Dipilih 
5 Membela Diri 
6 Imunitas 
7 Protokoler 
8 Keuangan dan Administrasi 
 
Selain Hak-hak Anggota DPRD, didalam Pasal 45 UU No 32 Tahun 2004 
ditegaskan bahwa Anggota DPRD mempunyai Kewajiban : 
1 Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan menaati segala peraturan Perundang- undangan 
2 Melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 
3 Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI 
4 Memperjuangkan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah 
 
Kinerja Penyelenggaraan Sebuah Lembaga termasuk Lemabaga Legislatif, 
dapat diukur dan dinilai berdasarkan pencapaian tujuannya. Sebagaimana 
diketahui bahwa secara umum terdapat empat fungsi dari Lembaga Legislatif, 
Yaitu Fungsi Penganggaran, Perundangan, Pengawasan, Dan Fungsi 
Menampung Aspirasi Rakyatdan kinerja yang bersifat khusus adalah kategori 
dari kegiatan baik dari forum – forum rapat maupun non rapat, namun memiliki 


















































diperlukan dan tepat waktunya secara umum terdapat faktor – faktor yang ikut 
berpengaruh atas kinerja lembaga ini, yaitu internal dan eksternal. Faktor – 
faktor Internal : Regulasi ( Tatib ) DPRD yang mengatur mekanisme tata kerja, 
Kualitas Anggota DPRD, Anggaran Dan Fasilitas, Informasi yang dimiliki / di 
akses ke DPRD, Dukungan Sekretariat DPRD, Tradisi Dan Sejarah, Faktor 
Eksternal : Sistem politik yang berlaku, Rekruitmen Anggota DPRD, Dukungan 
Masyarakat ( Konstituen ), Dukungan Media Massa 
Lembaga Legislatif Di Indonesia Menurut UU No. 22 Tahun 2003 
Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,Dan DPRD dan menurut 
UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Dasar Hukum 
keberadaan, Kedudukan Dan Tugas DPRD Kota Surakarta. Dasar Hukum 
Kedudukan DPRD Kota Surakarta diatiur dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 
40 yang secara tegas tertulus DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah Dan Berkedudukan Sebagaia Unit Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 
Dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 76 Secara Eksplisit 
menjelaskan tentang DPRD Kabupaten / Kota Merupakan Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Kabupaten / 
Kota  
Semua Tugas DPRD Kota Surakarta akan dapat berjalan dengan baik 
apabila dibantu oleh KESEKRETARIATAN DPRD yang baik dan memadai. 
Kesekretariatan DPRD Adalah Tempat menyelengggarakan tugas Dan 
kewajibannya, sedangkan kedudukan, Susunan Organisasi dan tata kerja 
Kesekretariatan DPRD diatur sendiri Kesekretariatan DPRD Dipimpin Oleh 
Seorang Sekretaris DPRD. Menurut Peraturan Walikota Surakarta No. 19- A 
Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tuigas Jabatan Stuktural Pada 
Kesekretariatan DPRD Kota Surakarta mempunyai banyak bagian yaitu bagian 
legislasi, keuangan, humas dan protokol, dan bagian umum. salah satu 
subbagian dari bagian umum adalah  Subbagian Rumah Tangga Dan 
Perlengkapan  untuk dapat menunujang kinerja DPRD. 
Dalam Hal ini Penulis ingin membahas masalah Subbagian Rumah Tangga 


















































apa yang penulis kerjakan, lihat, dan hal-hal yang ada di kantor Setwan DPRD 
Kota Surakarta  
 
B. Perumusan Masalah 
1    Bagaimana Kinerja Pegawai Pada Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan 
dalam melakukan perawatan semua fasilitas yang ada ?   
2 Apa Yang Menjadi Tugas Dan Kewajibannya ? 
 
C Tujuan Penulisan  
1 Menambah Pengetahuan penulis tentang tugas- tugas dari subbagian Rumah 
Tangga Dan Perlengkapan  
2 Untuk Dapat menerapkan Mata Kuliah Administrasi Perkantoran & 
Administrasi Perbekalan  
3 Untuk memberikan Sumbang sih dari teori yang didapatkan daroi bbangku 
kuliah, baik berupa saran – saran maupun masukan yang dapat memberi 
nilai tanmbah pada kantor Setwan DPRD kota Surakarta, Khususnya Pada 




















































A. Pengertian Pelaksanaan Urusan Kerumah Tanggaan Dan Perlengkapan Di 
Setwan DPRD  
a. Pengertian Pelaksanaan  
Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Cetakan II – 1989: Hal 
488): Proses, cara, perbuatan melaksanakan ( rancangan, keputusan, dsb) 
Pelaksanaan Menurut Miftah Toha dalam Ensiklopedi Administrasi 
 ( Westra, 1989:210)  di definisikan sebagai berikut : 
Usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan 
yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala macam kebutuhan 
alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, 
kapan mulai waktu dan berakhirnya serta bagaimana cara yang harus dilaksanakan  
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan suatu 
usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah 
dirumuskan dan yang telah ditetapkan  
 
1. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah  
Negara Indonesia merupakan Negara Republik dengan Pemerintahan yang 
dipimpin oleh seorang presiden sebagai Kepala Negara, dan sekaligus sebagai Kepala 
Pemerintahan, dan sebagai Negara Kepulauan Indonesia sering kali dikaitkan dengan 
masalah penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menimbulkan gerakan 
sosial yang menghambat penyusunan struktur politik vertical maupun horizontal, 
dengan adanya penyebaran penduduk yang kurang merata dan pembangunan 
infrastruktur yang kurang memadai  
Dengan demikian pembangunan infrastruktur di daerah- daerah harus ditambah 
agar mendukung unsur pendapatan yang merata dan mencakup segi kesempatan kerja 
dan pemerataan penduduk yaqng lebih merata. 
Dengan adanya hal-hal tersebut telah dapat digambarkan bahwa beratnya tugas 
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baik dan serasi, karena itulah peranan aparatur daripada pemerintahan di daerah- 
daerah sangat penting sekali. Oleh karena itu penting dibangun suatu aparatur 
pemerintahan di daerah yang dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung 
jawab seperti yang telah disebut diatas : 
Untuk lebih mengetahui mengerti tentang pemerintahan daerah, maka perlu 
diketahui beberapa hal : 
a. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) yang 
dimaksud Pemerintahan Daerah Adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 
pemerintah  daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945. pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, 
Walikota, dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah 
b. Pengertian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 DPRD merupakan suatu lembaga yang terdiri dari pimpinan, komisi-komisi dan 
panitia-panitia disamping itu DPRD juga membentuk fraksi- fraksi yang bukan 
merupakan alat perlengkapan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya DPRD dibantu 
oloeh Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat 
atas persetujuan pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis 
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan 
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 
Daerah. 
Sekretaris Daerah dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu 
anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya dan waji8b membantu anggota DPRD 
dalam menjalankan fungsinya dan wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD  
 
Memori DPRD Kotamadya Dati II Surakarta  
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Sekretariat DPRD : Tempat menyelenggarakan tugas dan kewajiban membantu 
DPRD, sedangkan kedudukannya, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Diatur Sendiri  
Dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang pedoman 
Oganisasi Perangkat Daerah menyebutkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten / Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten / 
Kota dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan 
DPRD Dan secara adminisratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota. 
Sekretariat DPRD Kabupaten / Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan 
kapada anggota DPRD Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat DPRD 
Kabupaten/ Kota Menyelenggarakan fungsi : 
a. Fasilitas Rapat Anggota DPRD Kabupaten / Kota  
b. Pelaksanaan Urusan Kerumah Tanggaan DPRD Kabupaten / Kota  
c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD Kabupaten / Kota  
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten / Kota terdiri dari sebanyak- 
banyaknya 4 ( Empat ) bagian, dan masing – masing bagian terdiri dari 2 ( Dua) 
Subb Bagian  
c.   Pengertian Urusan  
Secara Umum Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia urusan memiliki arti yaitu 
suatu hal ( pekerjaan, dsb) yang diurus 
d. Pengertian Kerumah Tanggaan 
Secara Umum Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kerumah Tanggaan memiliki arti 
yaitu Hal Rumah Tangga 
e. Pengertian Perlengkapan  
Secara umum Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Cetakan Kelima : 1989 ) 
perlengkapan memiliki arti yaitu : proses, cara, perbuatan melengkapi proses, cara, 
perbuatan melengkapkan. 
 
Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pelaksanaan urusan Kerumah 
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urusan kerumah Tanggaan Dan Perlengkapan di kantor dan berfungsi membantu 
DPRD dalam menjalankan kewajibannya  
 
B. Metode Pengamatan 
I Lokasi Pengamatan 
Judul yang diambil yaitu “ Pelaksanaan Urusan Kerumah Tanggaan Dan 
Perlengkapan Disekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Surakarta” Penelitian ini dilakukan dikantor Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Adisucipto No.143A 
Surakarta, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Laweyan. 
          II Bentuk Pengamatan  
Bentuk pengamatan ini menggunakan metode penyelidikan Deskriptif 
Menurut Winarno Surakhmad, ( 1985 : 139 ). Metode penyelidikan deskriptif 
tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada sekarang, karena banyak 
sekali ragam penyelidikan. Metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan 
istilah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklarifikasi ; 
Penyelidikan dengan teknik survey, interview, angket, observasi, atau dengan 
teknik test, studi kasus, studi kooperatif, atau operasional. 
Pada umumnya persamaan sifat dari segala bentuk penyelidikan deskriptif 
ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada. Pelaksanaan metode 
deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi 
meliputi analisa dan interpretasi tentang arti datai tu. 
III Sumber Data  
 Sumber data yang diperoleh penulis dalam pengamatan ini adalah : 
a. Sumber Wawancara Langsung 
Adalah Data yang diperoleh langsung melalui observasi secara 
langsung Di DPRD Kota Surakarta yang kemudian diolah oleh penulis 
dalam pengamatan ini yang menjadi sumber data adalah Pegawai Sub 
Bagian Umum  
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Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui Buku- buku 
Majalah Dan Keterangan lainnya yang berupa pamflet / Brosur 
c. Teknik Pengambilan Sampel  
Sample Pengamatan Ini diambil dengan cara “Purposive Sampling “ 
yaitu penulis cenderung memilih Informasi yang dapat dipercaya dan 
dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diambil dengan jelas, 
Yaitu Bagian Umum Dan Bagian RumahTangga. 
IV. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Dalam Penelitian ini penulis mengadakan pengamatann secara 
langsung dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang diselidiki 
atau dijumpai secara sistematis 
b. Wawancara (Interview) 
Adalah Pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 
mendapatkan Keterangan – keterangan lisan melalui komunikasi 
langsung dan berhadapan muka dengan responden yang dapat 
memberikan keterangan, wawancara ini dapat untuk melengkapi data 
yang diperoleh melalui observasi 
c. Studi Pustaka  
Teknik ini dilakukan dalam pengumpulan data yang bersumber dari 
buku- buku, peraturan, tulisan ilmiah, arsip, dan dokumen – dokumen 
yang diperlukan dengan objek yang diteliti   
d. Dokumentasi  
Teknik Pengumpulan data dengan mempelajari dokumen- dokumen, 
Peraturan –peraturan, laporan dan literatur lainnya yang ada  
V Teknik Analisis Data 
Analisis Data Adalah mengelompokkan, membuat semacam urutan 
memanipulasi serta serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. 
Langkah kelompok atau kategori- kategori harus sesuai dengan masalah 
penelitian dalam memecahkan masalah. Dengan demikian analisis data yang 
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harus lengkap ini berarti bahwa semua subjek atau responden harus termasuk 
dalam satu kategori saja. 
Penelitian ini menggunakan tekhnik Analisis Data Deskriptif 
Menurut Winarno Surakhmad ( 1985 : 139 ) Tekhnik Analisis Data Deskriptif 
yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu 
menetapkan hubungan dan kedudukan satu unsur dengan unsur yang lain. 
Adapun Dalam Analisis ini yang dilakukan adalah klasifikasi dalam bentuk 
pola, kedudukan, kuantitas, ataupun klasifikasi ini dapat diperlihatkan untuk 
data melihat kedudukan setiap fenomena dalam satu struktur yang besar, 
sehingga nantinya dapat berfungsi sebagai pengatur fikiran dan tanggapan 
seseorang dalam mengadakan analisis    
   

























































A. Tugas Subbagian RumahTangga Dan Perlengkapan 
Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kota Surakarta, Khususnya Bab IV Bagian Pertama Dan Peraturan 
Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penjabaran tugas pokok, 
fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, 
Serta dalam Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 19-A Tahun 2009 
Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Maka tugas dari Subbagian RumahTangga Dan 
Perlengkapan Adalah Sebagai Berikut :  
Pelaksanaan Dan Pelayanan Teknis Penyelenggaraan Rapat, 
Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Dan Kantor, Kesehatan Dan Olahraga, Dan 
Keamanan Lingkungan gedung dan kantor dan analisis kebutuhan dan 
pengadaan, Inventarisasi, Perlengkapan, Pemeliharaan Kendaraan 
Dinas.Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Subbagian RumahTangga 
DanPerlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 
dan pelayanan administrasi di Bidang RumahTangga Dan Perlengkapan 
adapun tugasnya adalah sebagai berikut: 
a. Melakukan Penyusunan Rencana Kerja Subbagian RumahTangga Dan  
Perlengkapan berdasarkan rencana kerja bagian 
b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan  
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksananaan dan petunjuk teknis program kegiatan bagian 
sesuai dengan bidangnya  
d. Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan Di Bidang Rumah 
Tangga Dan Perlengkapan  
e. Melaksanakan penyiapan fasilitas rapat, pemeliharaan rumah jabatan, 
wisma, gedung kantor, dan barang inventaris lainnya serta keamanan  
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g. Melakukan Pengadaan, operanisionalisasi, pemeliharaan Kendaraan Dinas, 
dan perlengkapan dinas ( Rumah Jabatan, Wisma, Gedung, Kantor, Barang 
Inventaris, Dan lain-lainnya ) 
h. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi dibidang Rumah Tangga Dan 
Perlengkapan  
i. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Rumah Tangga Dan 
Perlengkapan 
j. Memeriksa dan menilai hasil kerja karyawan secara periodik  
k. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas  
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung 
jawaban tugas  
m. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan 
 
B Pelaksanaan Tugas Subbagian RumahTangga Dan Perlengkapan Di 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta  
 
1 Pelaksanaan Dan Pelayanan Teknis Rapat 
Menurut Wawancara Dengan Administrasi pemeliharaan, pengadaan 
bagian umum, mengatakan bahwa : “ Pada Bagian umum terutama di 
subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan, untuk masalah pelaksanaan 
dan pelayanan teknis saja pada saat akan diadakan rapat, sebagian sudah 
dikerjakan oleh bagian Legislasi”. Pada Subbagian Rumah Tangga Dan 
Perlengkapan mengurusi masalah : 
1) Undangan Rapat 
2) Menyiapkan Ruangan  
3) Menyiapkan Daftar Hadir Peserta Rapat 
4) Menyaipkan Hidangan rapat 
 
Penjelasan Tentang Pelaksanaan Dan Pelayanan Rapat pada Subbagian 













































commit to user 
27 
 
a. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Surakarta Nomor : 01/2009, Periode 2009-2014 Paragraf 9 Tentang 
Undangan Dan Peninjuan Rapat, Pasal 98 
1. Undangan Rapat 
a) Mereka yang bukan Anggota DPRD, Yang hadir 
dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan 
DPRD; dan 
b) Anggota DPRD Yang hadir dalam rapat alat 
kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan 
DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang 
bersangkutan 
2 Peninjau atau Wartawan adalah mereka yang hadir dalam 
rapat DPRD tanpa undangan, Pimpina DPRD atau 
pimpinan DPRD atau Pimpinan kelengkapan yang 
bersangkutan  
3 Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan 
pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara 
4 Peninjau Dan Wartawan tidak mempunyai hak suara dan 
tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan 
maupun dengan sesuatu  
5 Untuk undangan, peninjau, wartawanwajib mentaati tata 
tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD  
b. Untuk masalah penyiapan ruangan rapat, Subbagian Rumah 
Tangga Dan Perlengkapan mengurusnya sendiri dan tidak 
bekerjasama dengan pihak ketiga, karena itu merupakan tugas 
dari subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan, Subbagian 
Rumah Tangga mengurus sendiri tata letak (Lay Out ) ruangan 
rapat sesuai dengan kebutuhan dari rapat tersebut , mulai dari 
menata ruang sampai dengan menata kembali ruang seperti 
semula  
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c. Untuk penyiapan Daftar Hadir Peserta Rapat, Subbagian 
Rumah Tangga Dan Perlengkapan membuat Daftar hadir 
peserta rapat tersebut menjadi 2 yaitu : 1 Lembar Umtuk 
Anggota DPRD, 2 Untuk tamu undangan yang akan diundang, 
untuk daftar hadir peserta rapat bagi anggota dewan biasanya 
sudah diberi nama anggota yang mengikuti rapat tersebut, tapi 
untuk tamu undangan tidak ( Sumber : Ibu Liestyowati, 11 Mei 
2010 )  
d.  Untuk penyiapan hidangan rapat, biasanya Subbagian Rumah 
Tangga   Dan  Perlengkapan  bekejasama dengan pihak  ketiga 
( Sumber : Ibu Liestyowati, 11 Mei 2010 ) 
2 Pemeliharaan Dan Perawatan Gedung Dan Kantor  
Menurut Wawancara Dengan Administrasi Pemeliharaan , Pengadaan, 
Bagian Umum mengatakan bahwa : “ Masalah Pemeliharaan, Perwatan 
Gedung dan Kantor, biasanya Di Sekretariat DPRD ini menggunakan jasa 
pihak ketiga dan biasanya menggunakan sistem kontrak. 
TABEL 4.3 



































































































































selasar lantai 1 
















































































































































































































































































































































































































































































3 Pelaksanaan Olahraga Dan Kesehatan 
a. Pelaksanaan Olahraga 
Menurut Wawancara Dengan Kepala Subbagian Tata Usaha 
mengatakan bahwa “ Biasanya kegiatan olahraga Disekretariat 
DPRD dilaksanakan pada hari jum’at pukul 06.00 WIB, 
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yang ada Di Sekretariat DPRD yang dibimbing oleh instruktur 
senam, dan untuk olahraga yang dilakukan para staff laki-laki 
dilaksanakan pada setiap hari kamis sore diadakan tennis”  
( Sumber : Bp. Okto Susanto, 11 Mei 2010 ) 
b Pelaksanaan Kesehatan  
Menurut Wawancara Dengan Administrasi Pemeliharaan, 
pengadaan, Bagian Umum mengatakan bahwa “ Untuk masalah 
kesehatan bagi staff & Anggota DPRD, Di Sekretariat DPRD 
menggunakan jasa asuransi kesehatan yang menanggung 100% 
biaya yang dikeluarkan oleh para staff dan Anggota DPRD beserta 
keluarganya dari Anggota & Staff DPRD. 
 
TABEL 4.4 
Program Layanan Asuransi Pemeliharaan Dan Kesehatan bagi Sekretaris 
DPRDDan PNS  DPRD Kota Surakarta 
 
I Program Pelayanan Rawat Inap  
Penggantian 100 % dari kuitansi dengan batas maksimum pertahun per peserta  



















Biaya kamar dan 
makan perhari ( maks 
90 hari ) 
Biaya kamar perawatan 
intensif / ICU perhari 
(maks 15 hari ) 







































































































b.Operasi Besar, Dokter 
Bedah, Kamar 
Operasi, Anestesi 
c. Operasi Sedang, 
Dokter     Bedah, 
Kamar Operasi, 
Anestesi 
d. Operasi Kecil, 
Dokter   Bedah, 
Kamar Operasi, 
Anestesi  
Biaya obat, X- Ray & 
Laboratorium 
Biaya kunjungan dokter 
dirumah sakit perhari  
Konsultasi dengan 
dokter ahli / spesialis   
Perawata darurat karena 
kecelakaan  























































































































Pelayanan Rawat Jalan 
Penggantian 100 % dari kuitansi dengan batasan maksimum 
pertahun per peserta  























Konsultasi Dokter Umum / 
kunjungan ( maks 1x 
kunjungan per hari ) 
Konsultasi Dokter Ahli atau 
rujukanDokter Umum ( maks 
1x kunjungan per hari ) 
Pembelian Obat-obatan 
sesuai dengan Resep per 
tahun  
Penunjang Diagnostic atas 
perintah Dokter per tahun  
Tanggungan sendiri : 
a Konsultasi dengan 
Dokter + obat-obatan 
 ( maks 1 kunjungan per 
hari ) 
b. Fisioterapi per 
kunjungan ( maks 
kunjungan per hari )  
c. General Check-up per 
tahun khusus untuk 
















































































Program Perawatan Rawat Gigi 
Penggantian 100 % dari kuitansi dengan batas maksimum per tahun per peserta 
 






Suami / Istri 
Manfaat 
Asuransi 












Perawatan Umum per tahun  
( tambal amalgam, cambut, 
Rontgen ) 
Perawatan gusi 
Perawatan kompleks gigi 
Perawatan perbaikan gigi : 










































IV. Program Layanan Kehamilan Dan Persalinan 
Penggantian 100 % dari kuitansi dengan batas maksimum per tahun per peserta 
 
Dewan 
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Melahirkan Abnormal / 
Caesar  
Keguguran  
Biaya Pengguguran atas 




















Program Layanan Kacamata 
Penggantian 100 % dari kuitansi dengan batas maksimum pertahun per 
peserta 
 


























 BATAS MAKSIMUM  1000.000   
 
General Check-up 
General Check-up 1 kali, untuk pimpinan Pimpinan Dan Anggota DPRD meliputi: 
PRIA 
1. Fisik Dokter Internist 

















































a. Darah Rutin 
b. Urine Rutin 





h. Hbs Ag 
i. Cholesterol Total 
j. Rekam Jantung 
WANITA 
1 Fisik Dokter Internist 
2. Foto Torax 
3. Laboratorium  
a. Darah Rutin 
b. Urine Rutin  





h. Hbs Ag 
i. Cholesterol Total 
j. Rekam Jantung 
k. Pap smear 
( Sumber : Spesifikasi layanan asuransi sekretariat DPRD )  
4. Keamanan Lingkungan Gedung Dan Kantor  
Pelaksanaan Keamanan  Di lingkungan gedung dan kantor sangatlah 
penting supaya dalam keadaan di sekitar lingkungan gedung dan kantor 
selalu aman, tentram dan tidak mengganggu jalannya kinerja pekerjaan yang 
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dengan baik, menurut wawancara dengan Administrasi pemeliharaan, 
pengadaan, Bagian Umum mengatakan bahwa “ Di Sekretariat DPRD untuk 
menjaga keamanan Di Lingkungan DPRD adalah dengan mengambil atau 
menggunakan jasa dari polisi pamong praja ( Satpol PP) “ 
( Sumber : Ibu Liestyowati, 11 Mei 2010 ) 
5. Analisis Kebutuhan 
Menurut Wawancara Dengan Administrasi Pemeliharaan, Pengadaan 
Bagian Umum mengatakan bahwa “ Analisis Kebutuhan itu merupakan 
suatu pengecekan terhadap kebutuhan perlengkapan atau peralatan yang ada 
Di sekretariat DPRD dan dilakukan setiap 1 semester kemudian dan direkap 
untuk membuat RKA ( Rencana Anggaran Kerja ) untuk memberikan 
kebutuhan kepada Sekretaris DPRD dan apabila RKA tersebut telah 
disetujui maka akan dibentuk DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran ) “ 
6. Pengadaan Barang 
a. Pengadaan Barang / Jasa Di Instansi Pemerintah  
Sebelum ditetapkannya Keppres No 18 Tahun 2006, maka 
dalam proses dan prosedur pengadaan barang / jasa menggunakan 
peraturan lama yaitu Keppres No 18 Tahun 2003 Tentang pedoman 
pelaksanaan barang / jasa di instansi pemerintah, dalam penulisan ini 
penulis mendapatkan sumber – sumber data dengan dari peraturan 
lama, sebenarnya Keppres yang lama dengan yang baru banyak 
kesamaan, hanya nominal harga dalam metode pemilihan penyedia 
barang / jasa saja yang berbeda  
Menurut wawancara dengan Administrasi, Pemeliharaan 
bagian Umum mengatakan bahwa “ Pada prosedur tetap pelayanan 
pengadaan barang rutin dan insidensial Di Sekretariat DPRD dengan 
peraturan lama menyebutkan proses pengadaan sebagai berikut : 
1. Sampai dengan Rp. 5.000.000 Pengadaan secara langsung 
tanpa SPK ( Surat Perintah Kerja ), dilaksanakan oleh 
Subbagian RumahTangga Dan Perlengkapan atau satuan 
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2. Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000 Dengan cara pemilihan 
langsung 3 ( tiga ) pembanding dan dilaksanakan oleh 
panitia dalam pengadaan barang / pembanding harga  
3. Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 Dilakukan oleh panitia 
pelelangan  
Dalam Keppres No 18 Tahun 2006 menyebutkan metode 
pemilihan barang / jasa  pemerintah : 
1. Pelelangan Umum 
2. Pelelangan Terbatas  
3. Pemilihan Langsung : s/d Rp. 100.000.000,00 
4. Penunjukan langsung : max Rp. 50.000.000 
Jadi dalam ketentuan terbaru proses pelelangan dilakukan jika 
pengadaan bernilai diatas Rp. 100.000.000,00 pada penulisan akhir 
ini penulis menitik beratkan pada pengadaan dengan sistem 
pelelangan  
 
b. Prosedur Pengadaan barang Di Sekretariatan DPRD Kota 
Surakarta  
1. Prosedur Pengadaan  
Dalam proses pengadaan barang / jasa dilakukan oleh  
panitia pengadaan dengan disyahkan melalui penetapan 
Sekretaris DPRD dan Bendaharawan Subbagian 
RumahTangga Dan Perlengkapan, diamana panitia berjumlah 
gasal yang diangkat oleh Sekretaris DPRD, Pengadaan 
barang / jasa dibedakan menjadi 2 yaitu : Panitia Pengadaan / 
pembelian dan Panitia pemeriksa / penerimaan. Prosedur 
yang dilakukan dalam pengadaan barang / jasa Di 
Sekretariatan DPRD adalah sebagai berikut :  
1  Ka. Sub Bag RumahTangga Dan Perlengkapan   
menyiapkan rencana pengadaan barang yang 
telah dir ncanakan sesuai dengan POA ( Play 













































commit to user 
40 
 
ditetapkan dalam rapat kerja periode tertentu, 
sehingga pengadaan yang dapat dilaksanakan 
harus melalaui rapat koordinasi terlebih dahulu  
2.  Ka Sub Bag Rumah Tangga Dan 
Perlengkapan membuat rincian perkiraan 
harga dan dikonsultasikan ke Sekretariat 
DPRD dan keuangan  
3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja  
( User )  
4. Melaksanakan Pengadaan Barang  
7. Inventarisasi Barang  
a. Pelaksanaan inventaris barang dan sistem pembuatan daftar 
inventaris Barang- barang Milik Negara /Kekayaan Negara 
Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 
028/110- A/1/2007 Tentang penetapan kodefikasi barang inventaris 
Milik Pemerintah Kota Surakarta. 
Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mengamankan dan 
memberikan kejelasan status kepemilikan dan 
status penggunaan barang Milik Pemerintah 
Kota Surakarta yang berada masing – masing 
pengguna perlu diberikan kodefikasi  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada 
huruf A diatas perlu ditetapkan Keputusan 
Walikota Tentang penetapan kodefikasi 
Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota 
Surakarta 
Menimbang :  1.  Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis 
pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah 
2. KeputusanWalikota Surakarta Nomor 21 
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Penetapan Nomor Kode Kepemilikan, satuan kerja Dan Sub. 
Unit / UPTD Pemerintah Kota Surakarta  
Menurut Wawancara Dengan Administrasi Pemeliharaan, 
Pengadaan Bagian Umum Mengatakan Bahwa “ sesuai dengan 
keputusan Walikota Surakarta Nomor 028/110-A/1/2007 Tentang 
Penetapan Kodefikasi Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota 
Surakarta, Di Sekretariat DPRD mempunyai beberapa Bagian Staff 
Dan Subbagian Staff dan barang – barang yang ada di masing –maka 
untuk menandai semua perlengkapan dan barang yang ada tersebut 
maka  
Di Sekretariat menggolongkan satu- persatu barang sesuai 
dengan jenis dan golongan apa barang tersebut sesuai dengan 
penomoran kodefikasi tersebut, selain itu ada juga barang- barang 
inventaris yang ada dimasing –masing ruang Ka. Bag. Maupun 
ruangan bagian semua itu juga dimasukkan sesuai dengan criteria 
barang, setelah sudah dilakukan penomoran kodefikasi tersebut, 
maka dibuatlah KIR ( Kartu Inventaris Barang ) yang kemudian 
disimpan oleh staff bagian RumahTangga Dan Perlengkapan Di 
Setwan  
b. Penggolongan Barang-barang Inventaris  
Penggolongan Barang –barang Milik Negara / Kekayaan Negara  
( Inventaris Barang ) Di Sekretariat DPRD Berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan RI No. KEP-225/MK/V/4/1971 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang – barang Milik Negara / 
Kekayaan Negara  
8  Perlengkapan 
Menurut Wawancara Dengan Administrasi Pemeliharaan, Pengadaan 
Bagian Umum, mengatakan bahwa “ Di Sekretariat DPRD mempunyai 
banyak perlengkapan yang dimiliki mas, Diantaranya : kaca hias, korden, 
kenab, kotak tanaman, vas bunga, radio, kaset, dispenser, Gambar Presiden / 
Wakil Presiden, Kompor Gas, Tabung Gas, dan lain-lain.  
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9 Perawatan Kendaraan Dinas  
Menurut Wawancara Dengan Administrasi Pemeliharaan, pengadaan 
Bagian Umum, mengatakan bahwa “ untuk masalah perawatan kendaraan 
dinas Di Sekretariat DPRD menggunakan jasa pihak ketiga ( dalam hal ini 
bengkel semua yang biasa merawat kendaraan dinas para Anggota DPRD) 
untuk Merawat semua kendaraan yang ada Di Sekretariat DPRD, untuk 
dapat dirawat setiap ada kendala / kerusakan yang dialami ( Sumber : Ibu 























































Berdasarkan uraian pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Pelaksanaan urusan Kerumah Tanggaan Dan Perlengkapan Di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta adalah sebagai berikut : 
Menurut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang penjabaran 
tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota, serta dalam peraturan walikota kota Surakarta Nomor 19-A Tahun 2009 
Tentang pedoman uraian tugas jabatan struktural pada sekretariat DPRD, maka tugas 
dari Sub bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Adalah : 
Pelaksanaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan rapat, pemeliharaan / 
perawatan gedung/ kantor, Kesehatan Dan Olahraga, Keamanan Lingkungan Gedung 
dan kantor, Analisis Kebutuhan, Pengadaan, Inventaris, Perlengkapan, Pemeliharaan 
Kendaraan Dinas. 
Dari semua tugas yang dilakukan oleh Sub bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan 
hampir semua menggunakan jasa pihak ketiga dan dilakukan dengan sistem kontrak, 
hanya pelaksanaan penyelenggaraan rapat saja yang dilakukan sendiri oleh staff 
bagian rumah tangga  
 
B. Saran 
Berdasarkan Pembahasan Dan Kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka 
penulis mempunyai saran kepada Kepala Bagian Umum DPRD Kota Surakarta 
Sebagai berikut :  
1. Pada Sub bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan mempunyai tugas yang 
begitu banyak, seharusnya tugas – tugas lain yang sekiranya kurang pas 
dengan bidang Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dilimpahkan ke bagian 
lain atau dibuatkan sub. Bagian lain lagi  
2. Memerlukan Staff lagi untuk dapat menunjang kinerja pada bagian umum 
